
AW 
BUPATI SABU RAIJUA 

PROVINSI NUSA TENGOARA TIMUR 
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA 

NOMOR: 19 TAHUN 2019 

TENTANG 

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN 
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT 

DI KABUPATEN SABU RAIJUA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SABU RAJJUA, 

Menimbang : a. bahwa dalarn rangka menciptakan sisvia sebagai generasi 
muda yang berkarakter moral anti korupsi, perlu adanya 
implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang 
perididikan; 

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, 
perlu adanya pendidikan antikorupsi clan ruang kelas; 

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana thmaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi 
Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Da;ar Dan Sekolah 
Menengah Pertarna/Sederaist di Kabupaten Sabu Rijua. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Uridang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
tambahan LeñTlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provhisi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara 

\ Republik Jndonesia Nomor 4936);fr' 



4. 	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubihan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintaflan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

S. 	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Perbahan Kedna Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia 
Nomor 4863); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
$Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4941); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelen.ggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 
tahun 2016 tentang Standard dan Proses Pendidikan Dasar 
dan Menengah; 



SALINAN 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu 
Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sabu Raijua Nomor 71; 

12. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua 
(Berita Darah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 28). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI ZONA 
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN 
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN SABU RAIJUA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mi, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur 
Penye1enggaa PerneTintahan DaeraX'; 

3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua; 

4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan O11ahra;a yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan 
Olahraga Kabupaten Sabu Raijua. 

5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan 
nilai-nilai universal; 

6. Implementasi adalah penerapan11pelaksanaan rencana yang telah disusun 

secara terperinci; 

7. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran PPKn; 

8. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter 
generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi 
dalam diri peserta didik sejak dini. 

BPB li 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Pasal 2 

Peraturan Bupati mi dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam 
. 	rangka Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di Jenjang Penuidikan Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Daerah. 



Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Peraturan Bupati mi bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan 
antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn). 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturari Bupati mi meliputi: 
a. Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi; 
b. Pelaksana Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi; 
c. Kerjasama; 
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
e. Pembiayaan. 

BAB III 

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

Pasal 5 

Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan 
antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah 
mata pelajaran baru. 

Pasal 6 

Komponen Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi terdiri dan: 
a. Regulasi Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar 

dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja 
Pendidikan; 

b. Anggaran memadai untuk Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di tingkat 
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, 

c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang menadai dalam 
mengimplementasikan Insersi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar 
dan Sekolah Menengah Pertama; 

d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan 
Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama; 

e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan 
Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 

f Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Zona Pendikan Antikorupsi di 
tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 



A NN 

Pasal 7 

Langkah implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi: 
(I) lnsiatifmerancang yaltu 

a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan 
titdakan armk<avup dengan cwetapkan tuan peml--w.ta3aran keserta 
indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi 
(pengetahuan-keterampilan- sikap) yang akan dibelajarkan; 

b. Mcnyusun pengalaman belajar untuk mencapal kompetensi yang menjadi 
tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik 
t'ahii, paim, sadar, bisa mempraktekkan  clan konAsten scrta terbiasa 
mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat; 

c. Memilih media (herupa referensi, perinainan, film, pengalaman nyata dalam 
kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan 
pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; 

tt. Memyusun aiat penlaian yang aeai dengan tanf kopetensi yang akan 
dicapal mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, 
mengukur ketercapalan kompetensi peserta didik secara periodik, 
melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian 
kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data 
'fang merigambarkan perkembangan pe neapalan hasi belasr. 

(2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan 
panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan. 

(3) Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, 
keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui: 
a. Satkan pemahaman clan langkah rnsersi dalam mata pelaJwan PPKn 

diantara guru PPKn di sekolah; 
b. Membangun sinergi utnuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi 

di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu 
sekolah; 

c. Membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi 
antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran MGMP)/Ke14Dmpok Kerja Guru KKG); 

d. Membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) 

dengan orangtua/wali; 
e. Membangun sinergi antara sekolab dan lingkungan; 
f. Membangun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan 

kekmnipok profesional lannya. 

BAB IV 
PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

Pasal 8 

(1) Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dir.iaksud dalam Pasal 
5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPXn; 
Guyu mata pelajaxan seagaimana thn'asuil pada ay-at j 1J  bertugas 

a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesual 
kebutuhan; 

b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan 

semua indera peserta didik; 

i. Meriyiapkan jejaririg yang rn&uaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, 
keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak. 



(3)- 

tSALNAJ 

Pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi seba2imana 
dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas serta 
dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati. 

BABV 
KERJA SAMA 

Pasal 9 

Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi 
dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia dan Kemente'rian / Lembaga/ Organisasi / Pemerintah Daerah. 
Pelaksanaan kerja sama Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 10 

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbup mi dilaksanakan oleh Bupati dan 
pihak eksternal. 

(2) Dalarn melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagar:iana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Dinas. 

(3) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau 
Kementerian / Lembaga. 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Implementasi 
Zona Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 12 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati mi 
dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau 

Qpl b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasai 13 

Peraturan Bupati mi muthi berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
mi da1m Berita Daerah Kabupaten 

Diundangkan di Seba 

pada tanggal H Juli 2019 

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAI-IUN 2019 NOMOR: 19 tl' 
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